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ABSTRAK 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan 
perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, 
teknologi dan informasi perpajakan pada wajib pajak terhadap 
tax evasion. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Denpasar Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah 
wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di KPP 
Pratama Denpasar Timur. Teknik penentuan sampel 
menggunakan metode sampling purposive. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak yang melakukan kegiatan 
usaha dan terdaftar dan jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan. Teknik 
analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa keadilan perpajakan, sistem 
perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan pada wajib pajak 
berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion sedangkan 
diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap 
tax evasion. 
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ABSTRACT 
The research aims to determine the influence of tax fairness, the tax 
system, tax discrimination, technology and tax information on 
taxpayers on tax evasion. This research was conducted at the East 
Denpasar Pratama Tax Service Office. The population in this study are 
taxpayers who carry out business activities and are registered with KPP 
Pratama Denpasar Timur. The sampling technique uses a purposive 
sampling method. The number of samples in this research was 100 
taxpayers who carried out business activities and were registered and 
the number of samples used in this research was determined based on 
the approach. The analysis technique used is Multiple Linear 
Regression. The results of the analysis show that tax fairness, the tax 
system, technology and tax information for taxpayers have a significant 
negative effect on tax evasion, while tax discrimination has a significant 
positive effect on tax evasion. 
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PENDAHULUAN  
Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami 
peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak masih rendah dan belum 
mencapai target. Hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan 
pajak tahun 2015-2021 dalam Tabel 1. 
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2015 – 2021 

Tahun Rencana Penerimaan 
Pajak  

(Trilliun Rupiah) 

Realisasi  
Penerimaan Pajak  
(Trilliun Rupiah) 

Persentase  
Realisasi 

Penerimaan Pajak 

2015  1.294,26  1.060,83  81,9%  

2016  1.355,20  1.105,81  81,5%  

2017  1.283,57  1.151,03  89,6%  

2018  1.424,00  1.315,51  92,2%  

2019  1.577,56  1.332,06  84,4%  

2020  1.198,82  1.069,98  89,25%  

2021  1.229,58  1.277,53  103,90%  

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2015-2021 

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak 
Negara yang berasal dari sektor pajak dari tahun 2015 - 2021 belum mencapai 
target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Besarnya realisasi penerimaan 
negara dari sektor pajak pada tahun 2015 adalah sebesar 81,9 persen, tahun 2016 
sebesar 92,5 persen, tahun 2017 sebesar 89,6 persen, tahun 2018 sebesar 92,2 persen, 
tahun 2019 sebesar 84,4 persen, tahun 2020 sebesar 89,25 persen dan tahun 2021 
sebesar 103,90 persen. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan 
pajak, yaitu adanya praktek tax evasion yang dilakukan oleh WP. Indikasi tax 
evasion diantaranya WP yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta 
kasus kerjasama tax evasion antara petugas pajak dengan WP (Suminarsasi, 2011:1).  

Maraknya kasus-kasus tax evasion memicu reaksi masyarakat untuk menjadi 
apatis terhadap pembayaran pajak. Reaksi ini timbul sebagai bentuk perlawanan 
sosial atas ketidakadilan dan ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pengelola 
Negara. Saat ini banyak kasus tax evasion yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan 
data yang dihimpun dari CNN Indonesia, bahwa Ditjen Pajak mencatat masih 
tingginya  praktik  penggelapan  pajak  yang dilakukan oleh WP.  

Masyarakat dalam hal ini WP, pada dasarnya sangat menginginkan 
pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor 
pajak dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. WP masih 
merasakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana pajaknya dengan tidak tepat 
maka WP tersebut akan semakin malas untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakannya dengan benar sehingga hal ini akan memicu WP untuk melakukan 
tindakan tax evasion. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Ardyaksa (2014) yang mengatakan bahwa ketika pengeluaran pemerintah 
dianggap tidak baik maka kecenderungan WP untuk melakukan tax evasion akan 
semakin tinggi. 

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi WP terhadap Tax evasion 
berdasarkan grand theory keadilan, yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, 
diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan. Alasan peneliti 
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memilih keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, 
teknologi dan informasi perpajakan sebagai faktor-faktor yang kemungkinan 
memengaruhi WP terhadap Tax evasion dalam penelitian ini karena terdapat 
ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu serta terdapat faktor-faktor yang 
masih jarang diteliti seperti faktor teknologi dan informasi perpajakan. 

Penelitian Dewi & Merkusiwati (2017) menemukan bahwa keadilan 
berpengaruh negatif pada persepsi WP mengenai etika tax evasion. Penelitian 
tersebut bertentangan dengan penelitian (Sari et all., 2021), dan penelitian  
Veronika & Saleh (2019) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan 
berpengaruh positif terhadap wajib pajak badan mengenai etika tax evasion. 
Penelitian Ningsih & Arifin (2020) dan Dewi & Merkusiwati (2017) menyatakan 
bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion. 
Semakin baik sistem perpajakan akan menurunkan tax evasion. Bertentangan 
dengan penelitian Sari et all. (2021) dan Susanti (2019) yang menyatakan bahwa 
sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan 
mengenai etika tax evasion, karena semakin baik sistem perpajakan akan 
mempengaruhi persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk 
dilakukan. Penelitian Ningsih & Arifin (2020) dan penelitian  Veronika & Saleh 
(2019) menyatakan bahwa diskriminasi memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap penggelapan pajak. Penelitian Permatasari & Laksito (2013) dan 
penelitian Ardyaksa & Kiswanto (2014) menemukan bahwa teknologi dan 
informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Hal serupa 
dengan penelitian Sari et all. (2021) yang menyatakan bahwa teknologi dan 
informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak 
mengenai etika penggelapan pajak. 

Salah satu instansi terkait yang berperan penting dalam menghimpun pajak 
pusat masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Denpasar Timur merupakan salah satu dari 8 (delapan) KPP di Bali 
yang beroperasi di bawah Kantor Wilayah DJP Bali. Alasan melakukan penelitian 
di KPP Pratama Denpasar Timur dengan WP sebagai responden karena tingkat 
kepatuhan WP di KPP Pratama Denpasar Timur mengalami fluktuasi dari tahun 
2015-2019 yang dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Tingkat Kepatuhan WP Badan di KPP Pratama Denpasar Timur (2016-
2021) 

Tahun WP   Wajib 
SPT 

Realisasi SPT 
tahunan 

SPT Tidak 
Masuk 

Rasio 
Kepatuhan 

2016 56.151 44.120 12.031 78,57% 

2017 56.786 42.882 13.904 75,52% 

2018 49.761 43.319 6.442 87,05% 

2019 51.817 44.527 7.290 85,93% 

2020 64.874 46.623 18.251 71,87% 

2021 62.207 53.107 9.100 85,37% 

Sumber: Data KPP Denpasar Timur 2016-2021  

Berdasarkan data Tabel 2 menunjukkan bahwa kepatuhan WP di KPP 
Pratama Denpasar Timur dengan penyampaian SPT dengan rasio kepatuhan 
tahun 2016 sebesar 78,57 persen, tahun 2017 sebesar 75,52 persen, tahun 2018 
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sebesar 87,05 persen, tahun 2019 sebesar 85,93 persen, tahun 2020 sebesar 71,87 
persen dan tahun 2021 sebesar 85,37 persen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 
memperoleh bukti empiris pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, 
diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi Perpajakan pada WP terhadap 
Tax evasion di KPP Pratama Denpasar Timur. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, kerangka konseptual penelitian 
ini disajikan dalam Gambar 1 berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Gambar 1. Kerangka Konseptual 

Sumber: Data Penelitian, 2022 

Teori Keadilan berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak 
yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar 
yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Penelitian yang dilakukan oleh 
Dewi & Merkusiwati (2017), Ikhsan et all (2021), Meidita & Ngadiman (2020), 
Siringoringo (2018), menemukan hasil bahwa keadilan perpajakan berpengaruh 
negatif pada tax evasion. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan oleh WP 
maka tax evasion akan semakin rendah. Semakin rendahnya keadilan yangberlaku 
menurut WP maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti 
bahwa kecenderungannya untuk melakukan tax evasion akan semakin tinggi, 
maka hipotesis yang pertama adalah 
H1 :   Keadilan perpajakan berpengaruh negatif pada WP terhadap Tax evasion  

Berdasarkan Teori Keadilan yang menyatakan bahwa keadilan tidak berarti 
kemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas 
yang berdaulat secara penuh, maka sistem perpajakan di Indonesia juga harus 
dibuat seadil mungkin sesuai dengan hukum Undang-Undang perpajakan yang 
berlaku. Semakin baik sistem perpajakan maka semakin rendah tingkat tax evasion 
(Indriyani et al., 2016). Penelitian Ningsih & Pusposari (2015) dan Hasibuan (2015) 
yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap 
persepsi WP mengenai etika atas tax evasion. Berdasarkan uraian tersebut, maka 
dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut: 
H2 :  Sistem perpajakan berpengaruh negatif pada WP terhadap Tax evasion 

Berdasarkan Teori Keadilan yang menganut Prinsip perbedaan (the difference 
principle) yang menyatakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur 
agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang 
beruntung. Maka didalam perpajakan tidak boleh ada diskriminasi baik itu dari 
segi ras, golongan, agama dan yang lainnya. Semua harus diciptakan berdasarkan 

Keadilan 

Perpajakan 

(X1) 
Sistem 

Perpajakan 

(X2) 
Tax evasion 

(Y) 
Diskriminasi 

Perpajakan 

(X3) 

H1 (-) 

H3 (+) 

Teknologi 

dan Informasi 

(X4) 

H4 (-) 

H2 (-) 
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asas keadilan agar WP juga akan taat pada peraturan perpajakan yang berlaku. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suminarsari & 
Supriyadi (2011), Dewi & Merkusiwati (2017), Ningsih & Arifin (2020),  Veronika 
& Saleh (2019) menjelaskan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tax 
evasion. Diskriminasi perpajakan dapat menimbulkan ketidakadilan dan 
penerapan sistem dengan memberikan pelayanan berbeda berdasarkan besarnya 
pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi diskriminasi perpajakan memengaruhi 
tingginya tax evasion. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka 
dapat dirumuskan hipotesis ketiga berikut. 
H3: Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif pada WP terhadap Tax evasion 

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketika akan melakukan 
sesuatu, WP akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain 
dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative belief). Munculnya 
pemikiran mengenai pentingnya teknologi dan informasi yang baik bagi WP akan 
memengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. Menurut 
Permatasari & Laksito (2013) dan penelitian Ardyaksa & Kiswanto (2014) 
menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap tax 
evasion. Hasil ini sejalan dengan penelitian menurut (Paramita & Budiasih, 2016) 
yang menyatakan bahwa jika semakin baik teknologi dan informasi perpajakan 
yang digunakan pemerintah, maka WP akan semakin rendah tingkat upaya tax 
evasion yang dilakukan oleh WP, sebaliknya semakin buruk teknologi dan 
informasi perpajakan yang ada maka semakin tinggi tingkat upaya terhadap tax 
evasion. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat 
sebagai berikut.  
H4:  Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax 

evasion 
 
METODE PENELITIAN  
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang 
berkedudukan di Jalan Kapten Tantular No. 4 Renon Denpasar, yang merupakan 
bagian dari Kantor Wilayah DJP Bali. Lokasi ini di pilih karena peneliti di izinkan 
melakukan penelitian oleh pihak kantor. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tax evasion (Y1). Indikator yang 
digunakan dalam mengukur variabel Tax evasion ini menggunakan indikator yang 
telah dikembangkan oleh Suminarsari & Supriyadi (2011), dan Nickerson et al., 
(2009) yaitu Penerapan tarif pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara 
fiskus dan WP, tax evasion terjadi karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya 
lemah dan terdapat peluang terhadap WP dalam melakukan tax evasion, integritas 
atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk 
serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak, dan konsekuensi melakukan 
tax evasion. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keadilan perpajakan (X1), sistem 
perpajakan (X2), diskriminasi perpajakan (X3), teknologi dan informasi 
perpajakan (X4). 

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini, menggunakan 
indikator yang telah dikembangkan oleh Wahyu (2015), Suminarsari & Supriyadi 
(2011), Rahman (2013), Friskianti (2014), yaitu. 1) Pajak yang dibayarkan 
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sebanding dengan manfaat yang diperoleh. 2) Penggunaan uang dari pajak sudah 
digunakan secara baik dan benar. 3) Pajak yang dibayarkan sesuai kemampuan. 
4) WP dengan penghasilan tinggi kewajiban perpajakannya juga tinggi. 5) Sistem 
perpajakan di Indonesia sudah adil. 

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sistem perpajakan 
dikembangkan oleh  Paramita & Budiasih (2016), Friskianti (2014), yaitu. 1) 
Mendaftar sebagai WP. 2) Menghitung pajak terutang oleh WP. 3) Menyetor pajak 
terutang oleh WP. 4) Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh WP. 5) 
Kemudahan fasilitas sistem perpajakan. 

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan 
indikator yang telah dikembangkan oleh Friskianti (2014), Suminarsari & 
Supriyadi (2011), yaitu sebagai berikut. 1) Perbedaan perlakuan dalam ketentuan 
perpajakan. 2) Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras, dan kebudayaannya. 

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel teknologi dan 
informasi perpajakan ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh 
Silaen (2015), yaitu. 1) Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. 
2) Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. 3) Akses informasi 
perpajakan yang mudah. 4) Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan. 

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jawaban dari pernyataan-
pernyataan kuisioner yang telah dikuantitatifkan, dan WP Badan di KPP Pratama 
Denpasar Timur. Data sekunder dalam penelitian ini berupa realisasi penerimaan 
pajak tahun 2015-2021 dan jumlah WP di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 
2015-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah WP yang melakukan kegiatan 
usaha dan terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.  

Populasi dalam penelitian ini adalah WP yang melakukan kegiatan 
usaha dan terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Metode penentuan 
sampel menggunakan sampling purposive. Adapun beberapa kriteria sampel 
dalam penelitian ini adalah WP yang melakukan kegiatan usahadan terdaftar di 
KPP Pratama Denpasar Timur, sedang berada di lingkungan KPP Pratama 
Denpasar Timur, dan tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Metode analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan analisi regresi berganda untuk 
memeroleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh keadilan 
perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, pada WP terhadap tax 
evasion dengan menggunakan program SPSS for windows. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, 
sehingga responden penelitian berjumlah 100 orang WP yang terdaftar sebagai 
WP di KPP Pratama Denpasar Timur. Karakteristik dipaparkan berdasarkan 
variabel demografi yaitu jenis WP, jenis kepemilikan, jenis usaha, kepemilikan 
NPWP, lama usaha dan omset per tahun, disajikan pada Tabel 3 

Karakteristik responden mengindikasikan bahwa mayoritas WP di KPP 
Pratama Denpasar Timur adalah WP Orang Pribadi. Selanjutnya, mayoritas WP 
di KPP Pratama Denpasar Timur memiliki jenis kepemilikan Pajak perseorangan.  
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Tabel 3. Karakteristik Responden 

No Variabel Klasifikasi 
Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1 Wajib Pajak (WP) 
WP OP  52  52  

WP Badan  48  48  

Jumlah 100 100.0 

2 Jenis Kepemilikan 
Perseorangan  55  45  

Badan  45  55  

Jumlah 100 100.0 

3 Jenis Usaha 

CV (Perusahaan Komanditer)  50  50  
Perbankan  5  5  

Perdagangan/jasa  24  24  

PT (Perseroan Terbatas)  20  20  
UD  1  1  

Jumlah 100 100.0 

4 Kepemilikan NPWP  
Ya  87  87  

Tidak  13  13  

Jumlah 100 100.0 

5 Lama Usaha 

1 – 5 tahun  0  0  

6 – 10 tahun  87  87  

> 10 tahun  13  13  

Jumlah 100 100.0 

6 Lama Usaha 

< 600 Juta  51  51  

600 Juta – 1 Miliar  32  32  

1 – 1,5 Milyar  11  11  
> 1,5 Milyar  6  6  

Jumlah 100 100.0 

Sumber: Data Penelitian, 2022 
Tabel 3 menunjukkan bahwa persentase tertinggi adalah 50 persen yakni 

terdapat pada jenis usaha CV (Perusahaan Komanditer), dan persentase paling 
rendah adalah pada jenis usaha UD. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas jenis 
usaha responden adalah CV (Perusahaan Komanditer). Kemudian hasil 
mengindikasikan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini sudah 
memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa persentase tertinggi adalah 87 persen yakni 
terdapat pada lama usaha antara 6-10 tahun dan persentase paling rendah yakni 
dengan lama usaha 1-5 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas lama 
usaha responden adalah berkisar 6 hingga 10 tahun. Selanjutnya, Tabel 3 
menunjukkan bahwa persentase tertinggi adalah 51 persen yakni terdapat pada 
omset per tahun sebesar <600 juta dan persentase paling rendah yakni 6 persen 
dengan omset per tahun sebesar > 1,5 milyar. Hasil ini menunjukkan bahwa 
mayoritas oimset per tahun responden adalah berkisar kurang dari 600 juta. 

Data seluruh butir-butir pernyataan dalam instrument penelitian ini sudah 
valid dan layak karena memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh 
item pernyataan lebih besar dari 0,30 dengan signifikansi kurang dari 0,05 serta 
memiliki koefisien Cronbach’s Alpha lebih dari 0,60. Jadi dapat dinyatakan bahwa 
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seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atau kehandalan sehingga 
dapat digunakan untuk melakukan penelitian. 

Hasil olahan data dengan SPSS menggunakan model analisis regresi linear 
berganda dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut: 
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 54,867 2,824  19,430 0,000 
Keadilan perpajakan -0,202 0,078 -0,216 -2,582 0,011 
Sistem perpajakan -0,315 0,065 -0,308 -4,831 0,000 
Diskriminasi perpajakan 0,182 0,089 0,114 2,058 0,042 
Teknologi dan informasi 
perpajakan 

-0,212 0,039 -0,408 -0,452 0,000 

 R Square  
  
F Hitung 
Signifikansi Uji F 

0,794 
0,785 

91,411 
0,000 

    

Sumber: Data Penelitian, 2021 

 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti yang disajikan 
pada Tabel 4 maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.  

Y = 54,867 – 0,202 X1 - 0,315 X2 + 0,182 X3 – 0,212X4 
Nilai signifikansi masing-masing variabel bebas kurang dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel terikat.  
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R² Square Std. Error of the Estimate 

1 0,891a 0,794 0,785 1,783 

Sumber: Data Penelitian, 2021 

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 
ditunjukkan oleh nilai adjusted R2 sebesar 0,785 mempunyai arti bahwa sebesar 
78,5 persen variasi tax evasion dipengaruhi oleh variasi keadilan perpajakan, sistem 
perpajakan, diskriminasi perpajakan, dan teknologi dan informasi perpajakan, 
sedangkan sisanya sebesar 21,5 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 
dimasukkan ke dalam model. 
Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1163.178 4 290.795 91.411 0,000a 

Residual 302.212 95 3.181 
  

Total 1465.390 99 
   

Sumber: Data Penelitian, 2021 

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa Nilai Fhitung sebesar 91,411 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 
Kesimpulannya, pada kelompok yang diuji memiliki perbedaan yang nyata 
(signifikan). Hasil ini memberikan makna bahwa seluruh variabel independen 
yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi 
dan informasi perpajakan mampu secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap tax evasion di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini 
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berarti model dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut atau dengan kata lain 
model dapat digunakan untuk memproyeksikan karena hasil goodness of fitnya 
baik dengan nilai signifikansi P value 0,000. 
Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis 

Keterangan Koefisien 
Regresi (B) 

T 
hitung 

T 
tabel 

Signifikansi Simpulan 

Keadilan perpajakan → 
Tax evasion 

-0,202 -2,582 -1,983 0,011 
negatif 

signifikan 

sistem perpajakan → Tax 
evasion 

-0,315 -4,831 -1,983 0,000 
negatif 

signifikan 

diskriminasi perpajakan, 
→ Tax evasion 

0,182 2,058 1,983 0,042 
positif 

signifikan 

Teknologi dan informasi 
perpajakan → Tax evasion 

-0,212 -5,452 -1,983 0,000 
negatif 

signifikan 

Sumber: Data Penelitian, 2021 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh keadilan perpajakan terhadap tax 
evasion diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,011 dengan nilai koefisien regresi 
negatif sebesar -0,202 dan nilai t hitung -2,582 > t tabel -1,983. Nilai signifikansi 
0,011 < 0,050 mengindikasikan bahwa H1 diterima. Hasil ini mempunyai arti 
bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax 
evasion. Hasil ini berarti semakin adil kondisi perpajakan maka persepsi WP 
mengenai etika tax evasion semakin rendah. Begitupula sebaliknya, semakin tidak 
adil kondisi perpajakan, maka persepsi WP mengenai etika tax evasion semakin 
tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keadilan. Teori Keadilan berperan 
sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara 
sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria 
adil atau belum. Teori ini menyatakan pentingnya keadilan bagi seseorang 
termasuk membayar pajak juga akan memengaruhi sikap mereka dalam 
melakukan pembayaran pajak. Apabila semakin rendah keadilan yang berlaku, 
maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. Penelitian ini mendukung 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Yesi (2017) yang menyatakan bahwa keadilan 
perpajakan berpengaruh terhadap tax evasion. Penelitian ini juga sesuai dengan 
temuan Dewi & Merkusiwati (2017), Ikhsan et all (2021), Meidita & Ngadiman 
(2020), Siringoringo (2018), menemukan hasil bahwa keadilan perpajakan 
berpengaruh negatif pada tax evasion. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian 
McGee et al., (2017) dan Sariani et all (2016), yang membuktikan bahwa keadilan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi WP mengenai etika tax 
evasion. Jika keadilan semakin tinggi, maka persepsi WP mengenai etika tax 
evasion semakin rendah 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh sistem perpajakan terhadap tax evasion 
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi negatif 
sebesar -0,315 dan nilai t hitung -4,831 > t tabel -1,983. Nilai Signifikansi 0,000 < 
0,05 mengindikasikan bahwa H2 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa sistem 
perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax evasion. Ini berarti 
bahwa apabila sistem perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar 
Timur semakin membaik maka akan semakin mengurangi tax evasion pada WP di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Begitu pula sebaliknya, 
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semakin buruk sistem perpajakan yang diberikan maka tax evasion akan semakin 
meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keadilan yang menyatakan 
bahwa keadilan tidak berarti kemerataan absolut dalam sebuah masyarakat 
dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh, maka sistem 
perpajakan di Indonesia juga harus dibuat seadil mungkin sesuai dengan hukum 
Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Semakin baik sistem perpajakan maka 
semakin rendah tingkat tax evasion (Indriyani et al., 2016). Penelitian ini 
mendukung hasil penelitian Ningsih & Pusposari (2015) dan Hasibuan (2015) yang 
menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi WP 
mengenai etika atas tax evasion. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Indriyani 
et al., (2016) dan Sariani et al., (2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi WP mengenai etika tax 
evasion. Hasil serupa oleh penelitian Anggayasti & Padnyawati (2020) serta Yulia 
& Muanifah (2021) menyatakan sistem perpajakan berpengaruh  signifikan  
terhadap Tax  Evasionditerima. Penerapan system perpajakan yang baik belum 
mampu mencegah wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh diskriminasi perpajakan terhadap tax 
evasion diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,042 dengan nilai koefisien regresi 
positif sebesar 0,182 dan nilai t hitung 2,058 > t tabel 1,983. Nilai signifikansi 0,042 
< 0,050 mengindikasikan bahwa H3 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa 
diskriminasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax evasion. 
Semakin tinggi diskriminasi perpajakan yang diberikan maka tax evasion juga akan 
semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah diskriminasi 
perpajakan yang diberikan maka tax evasion juga akan semakin berkurang. 
Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang 
menyebabkan keengganan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan teori keadilan yang menganut Prinsip perbedaan (the 
difference principle) yang menyatakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus 
diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling 
kurang beruntung. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh 
Suminarsari & Supriyadi (2011), Dewi & Merkusiwati (2017), Ningsih & Arifin 
(2020),  Veronika & Saleh (2019) menjelaskan bahwa diskriminasi berpengaruh 
positif terhadap tax evasion. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Indriyani et al., (2016) dan Sariani et al., (2016) yang 
menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap tax evasion. Sholeha et al., 
(2019), Dimuk & Ahmad (2018)  dan Ramli et al., (2020) menemukan hasil bahwa 
variabel diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh teknologi dan informasi perpajakan 
terhadap tax evasion diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai 
koefisien regresi negatif sebesar -0,212 dan nilai -t hitung sebesar -5,452 > -t tabel -
1,983. Nilai signifikansi 0,000 < 0,05 mengindikasikan bahwa H4 diterima. Hasil ini 
mempunyai arti bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap tax evasion. Hal ini berarti bahwa apabila Teknologi dan 
Informasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur 
semakin membaik maka akan semakin mengurangi tax evasion pada WP di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini disebabkan dengan adanya 
teknologi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang WP dalam 
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memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efesien. Ketika wajib semakin 
dipermudahkan dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan WP dapat 
memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan tax evasion. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa 
ketika akan melakukan sesuatu, WP akan memiliki keyakinan tentang harapan 
normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut 
(normative belief). Munculnya pemikiran mengenai pentingnya teknologi dan 
informasi yang baik bagi WP akan memengaruhi sikap dan niat individu dalam 
membayar pajak. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Permatasari & Laksito 
(2013) dan penelitian Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang menemukan bahwa 
teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap tax evasion. Hasil ini 
juga sejalan dengan penelitian Paramita & Budiasih (2016) yang menyatakan 
bahwa jika semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan 
pemerintah, maka WP akan semakin rendah tingkat upaya tax evasion yang 
dilakukan oleh WP. Penelitian serupa oleh James (2021), Paoki et al., (2021),  
Purwanto & Indrawan (2019)  serta Lenggono (2019) menemukan hasil bahwa 
teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
tax evasion. 
 
SIMPULAN  
Simpulan dalam penelitian ini yaitu 1) Keadilan perpajakan berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap tax evasion; 2) Sistem perpajakan berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap tax evasion; 3) Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap tax evasion; 4) Teknologi dan informasi perpajakan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax evasion. 
 WP sebaiknya membayar kewajiban pajaknya tepat waktu, karena Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur sudah memberikan kemudahan dalam 
pelayanan pembayaran pajak bagi WP dengan berbagai layanan unggulan yang 
telah disediakan. Selain itu WP sebaiknya melaporkan semua penghasilannya 
sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing. Bagi manajemen KPP Pratama 
Denpasar Timur disarankan perlu adanya analisis dan tindak lanjut mengenai 
keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan karena sangat 
penting dalam mengurangi penggelapan pajak. Hal ini dilakukan untuk 
perkembangan dan kemajuan citra pelayanan KPP Pratama Denpasar Timur demi 
mewujudkan pelayanan yang baik dan berkualitas sehingga meningkatkan 
kepuasan dan kepatuhan WP. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 
mendorong peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengamati faktor-faktor lain yang 
dapat memengaruhi tax evasion, selain keadilan perpajakan, sistem perpajakan, 
diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan. Penelitian 
selanjutnya juga diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta 
memerluas wilayah sampel peneliti, dan dapat melakukan penelitian di seluruh 
Kabupaten/Kota Provinsi Bali sehingga nanti hasilnya dapat digeneralisasikan 
untuk lingkup lebih luas. 
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